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7.

tentang Femerintahan flaeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomo
244, Tambatran Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679h

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O1O

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 99;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pernerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita N*egara Republik
Indolresia Tahun 2011 Nomor 70a\

Peratrrran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2OL2 tentang
Pedoman Penlrusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor
6ae);

g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 20 15 tentang Pembenhrkan Hukum
Daerah (Berita Negara S'epublik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2OtT tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLT Nomor 1567);

11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
201O tentang Standar Layanan Informasi
Publik;

12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengfteta
Informasi Publik;


